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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah perkembangan dari Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan 
pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni 
yang tadinya hanya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal. Dalam 
konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga dinyatakan bahwa 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, 
perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan 
angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan peraturan perundang-
undangan yang baru. 
 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap 
korban kecelakaan angkutan umum, mekanisme kompensasi terhadap korban, dan 
perbandingan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan berdasarkan UU 
No. 14 tahun 1992 dan UU No. 22 tahun 2009. Metode yang digunakan dalam 
pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian normatif yuridis yang 
didukung pula oleh data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. 
 
Tujuan adanya angkutan umum agar dapat mempermudah dan memperlancar 
pembangunan di suatu negara, dalam penyelenggaraan angkutan umum ada salah 
satu aspek yang strategis yaitu terkait pengaturan hukum, pengaturan hukum 
berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik penumpang 
sebagai salah satu pihak dalam suatu angkutan umum. 
 
Bentuk dari perlindungan hukum bagi korban kecelakaan angkutan umum apabila 
terjadi suatu hal seperti kecelakaan lalu lintas, perusahaan angkutan umum 
bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal 
dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, terkecuali disebabkan oleh 
suatu kejadian yang tidak dapat di cegah karena kesalahan penumpang. 
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